
 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  BUPATI  PASURUAN 

NOMOR  7  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN 

KEGIATAN  

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

 

Menimbang : a.  bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2023; 

  b.  bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden 

No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa 

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu 

melakukan perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2023;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 



 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 



 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2018 Nomor 108); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2021 Nomor 186); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 



 

 

24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 242); 

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); 

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku 

Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486); 

27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan 

Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 487); 

28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 488); 

29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia 

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 489); 

30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 

Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); 

31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 511); 

32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);  

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 

Penyedia; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); 



 

 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 

Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 926); 

40. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat 

dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik; 

41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 

Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk 

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi; 

42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 

Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi; 

43. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 

Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi; 

44. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk Pelaksanaan 

Tender/Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Melalui Penyedia; 

45. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan 

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen 

Swakelola; 



 

 

46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2023. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PASURUAN NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN 

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 

Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 107), diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 2) huruf c. diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

c. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan 

pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan, 

maka tidak diberikan honorarium dimaksud. 

2. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf C narasi diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

C.  STANDART BIAYA HIDANGAN RAPAT DAN TAMU 

Standart biaya hidangan rapat ini digunakan sebagai dasar perencanaan, 

untuk realisasinya disesuaikan dengan Harga Pasar setempat yang proses 

pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf D pada keterangan angka 4 dan 10 diubah dan 

angka 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 

4. Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas diperuntukkan untuk Bupati dan Wakil 

Bupati, Istri/Suami Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat 

Eselon II, III dan IV dan Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana di tempat 

tujuan perjalanan dinas yang diberikan secara riil (at cost). 

9. dihapus 

10. Pegawai Non ASN dapat diberikan perjalanan dinas setinggi-tingginya setara 

dengan golongan II sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur 

tentang Pegawai Non ASN. 

4. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf E point b diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

b. Sewa Kendaraan untuk Kegiatan 

Kegiatan yang menggunakan sewa kendaraan roda 4 (empat) setinggi-tingginya 

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, belum termasuk BBM, dan 

Pajak. 



5. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

F. SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

1. Untuk Bupati & Wakil Bupati, SPT & SPPD ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah, sedangkan Pimpinan/Anggota DPRD ditandatangani 

oleh Sekretaris DPRD. 

2. d. Eselon IV.a, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Non                          

    ASN ditandatangani oleh Kepala Bagian/Kepala Pelaksana yang   

    bersangkutan. 

3. a. Eselon II.b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD. 

c. Eselon IV.a, IV.b, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan  

    P e ga wa i  Non ASN ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bagian. 

4. c. Eselon IV.a, IV.b, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan  

  P e gaw a i  Non ASN ditandatangani oleh Kepala Bagian/Sekretaris/    

   Kepala Bidang yang bersangkutan an. Kepala SKPD. 

5. Pejabat di lingkungan Kabupaten Pasuruan/ Kecamatan dan Kelurahan. 

c. Eselon IV.a, Pejabat Pelaksana dan P e ga wa i  Non ASN ditandatangani  

    oleh kepala SKPD yang bersangkutan. 
 

6. Lampiran II huruf I. setelah angka 8). ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 9) 

(sembilan) dan angka 10) (sepuluh), sehingga berbunyi sebagai berikut:  

9)  Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog 

elektronik sektoral, dan katalog elektronik local. 

10) Perangkat Daerah memaksimalkan pengadaan barang/jasa melalui e-

purchasing (Katalog Elektronik Lokal dan/atau Toko Daring) dengan 

komoditas sebagaimana tercantum pada etalase e-katalog. 
 

7. Lampiran II huruf K. angka 1. Point 1), sampai 4) diubah dan setelah point 4 

ditambahkan 12 point yaitu point 5) sampai 15) sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa; 

b) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan 

Barang/Jasa; dan 

c) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. 

2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang 

melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan sumber daya 

manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem 

pengadaan barang/jasa. 

4) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya 

manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

5) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa); dan 



b) Personel Lainnya (Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa). 

6) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki 

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai penugasannya. 

7) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. 

8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, 

membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman 

barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber 

Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. 

9) Personil Lainnya sebagaimana dimaksud pada Poin 5 huruf b wajib 

memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

10) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di 

bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Poin 8 wajib 

memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1. 

11) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan 

di UKPBJ. 

12) Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi 

Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat 

berkedudukan di luar UKPBJ. 

13) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

14) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai 

rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada Poin 11, maka: 

a) pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan: 

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib 

beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian 

tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

b) pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan 

oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa. 

15) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Poin 11, 

pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan 

oleh: 

a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau 

sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa; dan/atau 

b) Agen Pengadaan. 

 

 



 

8. Lampiran II huruf K. angka 2. Point 1) dan 4) diubah dan setelah point 4 

ditambahkan 1 point yaitu point 5) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang 

memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa 

pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

4. Kepala UKPBJ wajib memuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup 

kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa. 

5. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan 

peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk 

menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. 
 

9. Lampiran II huruf L. angka 2. Point 1) sampai 4) diubah dan setelah point 4 

ditambahkan 1 point yaitu point 5) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2.Sanksi 

1)  Dalam hal peserta pemilihan: 

a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 

b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk 

mengatur harga penawaran; 

c) terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam 

pemilihan Penyedia; atau 

d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh 

Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan, peserta 

pemilihan dikenai sanksi administratif. 

2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang 

tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, pemenang 

pemilihan dikenai sanksi administratif. 

3) Dalam hal Penyedia: 

a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau 

tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 

b) menyebabkan kegagalan bangunan; 

c) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; 

d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil 

pekerjaan berdasarkan hasil audit; 

e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan 

Kontrak berdasarkan hasil audit, atau 

f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia 

dikenai sanksi administrative. 

4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana Poin 1, 2 dan 3 dikenakan sanksi 

administratif berupa: 

a) sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

b) sanksi pencairan jaminan; 

c) Sanksi Daftar Hitam; 

d) Sanksi ganti kerugian; dan/atau 

e) Sanksi denda. 

 



5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Poin: 

a) Poin 1 huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan 

dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi 

daftar hitam selama 2 (dua) tahun; 

b) Poin1 huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan 

Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

c) Poin 2 dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi 

Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

d) Poin 3 huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan 

atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar 

Hitam selama 1 (satu) tahun; 

e) Poin 3 huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti 

kerugian sebesar nilai kerugian yang ditumbulkan; atau 

f) Poin 3 huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 
 

10. Lampiran II Ketentuan Tambahan huruf B. angka 1. diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya. 
 

11. Lampiran II Ketentuan Tambahan huruf C. diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

1) PA/KPA diharuskan mempersiapkan personel termasuk yang memangku 

Jabatan Administrator (eselon 3) untuk mengikuti pelatihan dan uji 

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sehingga memiliki 

Sertifikat Kompetensi level-1 dan atau Sertifikat Kompetensi Personel 

Lainnya sesuai penugasannya. 

2) PA dalam menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen 

mengacu pada persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa serta Instruksi Bupati 

Pasuruan Nomor 188/1/HK/424.013/2021 Tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

3) Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Administrator dan memiliki 

sertifikast kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen harus bersedia ditunjuk 

dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 

4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Administrator 

belum memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dan atau kompetensi 

pengadaan barang/jasa, maka Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran harus bersedia bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. 

5) tetap 

 

 



6) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PA/KPA yang merangkap 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat 

komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

12. Lampiran II Ketentuan Tambahan huruf D. setelah angka 1. Ditambahkan 1 

angka yaitu angka 2 sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2) Ketentuan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu 

pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.  

 

 

Ditetapkan di Pasuruan                              

pada tanggal,   2   Januari   2023 

 BUPATI PASURUAN, 

   

                                                            

 

                                                             M. IRSYAD YUSUF 

 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal, 2   Januari   2023 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PASURUAN, 

 

 

 

 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN  2023  NOMOR  7 
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